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ABSTRACT 

The digital transformation of land services in Indonesia has been realized 

through the policy on the issuance of electronic land certificates under the 

Regulation of the Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023. Although land registration 

in Kudus Regency has reached a high level, with 95.95% of all land parcels already 

certified, the implementation of electronic land certificate issuance continues to 

face significant challenges. This study aims to examine the capability of the Kudus 

Regency Land Office in providing electronic land certificate issuance services 

during the 2023–2025 period and to analyze its implementation strategy, focusing 

on the man (human resources) and methods (service delivery methods) elements. 

This study employed a qualitative method with an empirical approach. Data 

were collected through observations of land registration activities, in-depth 

interviews with officials of the Kudus Regency Land Office, and documentation 

studies of archival records and public service application reports. The data were 

analyzed using an interactive process consisting of data reduction, data 

presentation, and conclusion drawing and verification.  

The findings indicate that the implementation of electronic land certificate 

issuance in Kudus Regency has not yet been optimal, as reflected by the 

predominance of analog land certificates, totaling 429,146 certificates (95.02%), 

compared to only 22,491 electronic certificates (4.98%). Public application data 

from 2023 to 2025 show that service activities were dominated by land registration 

data maintenance, particularly the Transfer of Rights and Encumbrance of Rights 

services, rather than First-Time Land Registration. The implementation of the 

strategy relies heavily on the man element through improving employees' 

understanding and enhancing public awareness, as well as the methods element 

through simplifying service procedures and conducting effective public outreach. 

Optimizing these two elements is essential to addressing the public's limited 

understanding of electronic land certificates and their continued reliance on 

conventional analog certificates.  

Keyword: electronic land certificates, land registration, strategy, Kudus Regency 

Land Office. 
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BAB VII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus memiliki kesiapan dalam 

melaksanakan penerbitan sertipikat elektronik yang didukung oleh 470.694 

bidang tanah terdaftar, terdiri atas 429.146 sertipikat analog (95,02%) dan 

22.491 sertipikat elektronik (4,98%). Meskipun demikian, jumlah 

permohonan pelayanan pertanahan mengalami penurunan dari 25.819 

permohonan pada tahun 2023 menjadi 24.170 permohonan pada tahun 

2024 dan 22.196 permohonan pada tahun 2025, dengan pelayanan 

Peralihan Hak dan Pembebanan Hak sebagai jenis pelayanan yang paling 

banyak diajukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesiapan organisasi 

telah memadai, namun penerbitan sertipikat elektronik masih dipengaruhi 

oleh jumlah permohonan pelayanan yang diajukan masyarakat. 

2. Implementasi strategi penerbitan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kudus telah dilaksanakan melalui penguatan sumber daya 

manusia (man) dan metode pelayanan (methods) melalui peningkatan 

kompetensi pegawai, sosialisasi, serta pengembangan layanan. 

Implementasi tersebut didukung oleh kompetensi pegawai, komitmen 

organisasi, metode pelayanan yang beragam, dukungan pemangku 

kepentingan, dan kebijakan transformasi digital. Namun, implementasi 

strategi belum mampu meningkatkan jumlah permohonan pelayanan 

pertanahan karena masih dipengaruhi oleh belum meratanya sosialisasi, 

rendahnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap sertipikat 

elektronik, keraguan terhadap keamanan data, persepsi biaya pelayanan, 

keterbatasan penerimaan teknologi digital, rendahnya minat mengubah 

sertipikat analog menjadi elektronik, serta ketergantungan jumlah 
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penerbitan sertipikat elektronik terhadap jumlah permohonan pelayanan 

pertanahan.  

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus perlu mengoptimalkan 

implementasi strategi penerbitan sertipikat elektronik yang telah 

dilaksanakan, khususnya melalui peningkatan efektivitas sosialisasi kepada 

masyarakat. Sosialisasi yang selama ini telah dilakukan kepada pemerintah 

desa, kelurahan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), instansi terkait, serta 

melalui media sosial dan pelayanan langsung perlu dilaksanakan secara 

lebih intensif, berkelanjutan, dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. 

Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat 

mengenai manfaat, prosedur, dan kekuatan hukum sertipikat elektronik 

sehingga mampu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap layanan 

pertanahan berbasis digital. 

Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus perlu memperkuat 

implementasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik dengan 

memberikan edukasi yang lebih komprehensif mengenai keamanan sistem, 

perlindungan data, dan legalitas sertipikat elektronik. Berdasarkan hasil 

penelitian, masih terdapat masyarakat yang lebih percaya terhadap 

sertipikat analog, meragukan keamanan sertipikat elektronik, serta 

mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi 

digital. Oleh karena itu, edukasi yang dilakukan dalam setiap pelayanan 

maupun kegiatan sosialisasi perlu lebih menekankan aspek keamanan, 

kemudahan penggunaan, dan kepastian hukum sertipikat elektronik agar 

kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital semakin meningkat. 
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Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus juga perlu terus 

mengoptimalkan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah sebagai 

salah satu implementasi strategi yang mendukung peningkatan penerbitan 

sertipikat elektronik. Mengingat jumlah penerbitan sertipikat elektronik 

dipengaruhi oleh jumlah permohonan pelayanan pertanahan yang diajukan 

masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan, kemudahan akses layanan, 

serta kolaborasi dengan pemerintah desa, PPAT, dan pemangku 

kepentingan lainnya perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan 

optimalisasi implementasi strategi yang telah berjalan, diharapkan 

penerimaan masyarakat terhadap sertipikat elektronik semakin meningkat 

dan pelaksanaan transformasi digital pelayanan pertanahan di Kabupaten 

Kudus dapat berlangsung secara lebih efektif. 

 

2. Bagi Masyarakat 

Masyarakat diharapkan dapat lebih terbuka terhadap perkembangan 

teknologi dalam pelayanan pertanahan, khususnya terkait penggunaan 

sertipikat elektronik. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan 

pemahaman mengenai manfaat dan keamanan sertipikat elektronik agar 

tidak hanya bergantung pada sertipikat analog. dengan meningkatnya 

layanan masyarakat, diharapkan partisipasi masyarakat dalam 

memanfaatkan layanan pertanahan berbasis elektronik dapat meningkat. 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang 

lebih mendalam mengenai sertipikat elektronik di daerah lain serta 

melakukan perbandingan antar wilayah. Selain itu, penelitian selanjutnya 

juga dapat mengkaji tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

sertipikat elektronik maupun faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

keberhasilan transformasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik. 
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